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hukum penting melalui doktrin stare decisis. Sementara itu, sistem Civil

Law lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber

Common Law: Civil Law: Hakim: hukum utama dengan menempatkan hakim sebagai pihak yang

Yurisprudensi: Pembentukan menerapkan, menafsirkan, dan megemukan hukum dalam penyelegalan

Hukum. perkara. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan paradigma
mengenai sejauh mana hakim dapat berperan dalam pembentukan hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kedua sistem
hukum, membandingkan kedudukan hakim dalam pembentukan hukum,
serta mengkaji relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun Common Law memberikan ruang lebih
besar terhadap pembentukan hukum melalui putusan hakim, Civil Law
tetap mengakui pentingnya peran hakim melalui penafsiran dan penemuan
hukum. Dalam perkembangannya, kedua sistem menunjukkan
kecenderungan konvergensi. Indonesia yang berakar pada tradisi Civil Law
juga memperlihatkan perkembangan peran putusan pengadilan dalam
membentuk dan mengarahkan praktik hukum melalui yurisprudensi serta
putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
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PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam mengatur kehidupan masyarakat,
menjaga ketertiban, serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan setiap
individu. Dalam suatu negara hukum, keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi
landasan utama dalam mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara maupun
hubungan antarindividu. Namun, keberadaan peraturan tertulis saja tidak selalu cukup untuk
menjawab seluruh persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum, terdapat peran penting lembaga peradilan, khususnya
hakim, yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Hakim tidak hanya dituntut
untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mampu menafsirkan serta
menerapkan hukum secara tepat terhadap peristiwa konkret. Bahkan, dalam kondisi tertentu,
hakim dihadapkan pada persoalan hukum yang belum diatur secara jelas dalam peraturan
perundang-undangan sehingga membutuhkan proses penemuan hukum.

Perbedaan mengenai kedudukan dan kewenangan hakim tersebut dapat ditemukan dalam
dua tradisi hukum besar, yaitu Common Law dan Civil Law. Kedua sistem ini memiliki sejarah
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perkembangan, karakteristik, serta pendekatan yang berbeda dalam memandang sumber
hukum.

Sistem Common Law berkembang di Inggris dan kemudian diterapkan di berbagai
negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Salah satu karakteristik utamanya
adalah pengakuan terhadap putusan pengadilan terdahulu sebagai preseden yang dapat
mengikat dalam penyelesaian perkara berikutnya. Melalui doktrin stare decisis, hakim
memiliki peran yang cukup besar dalam mengembangkan kaidah hukum melalui putusan
pengadilan.

Berbeda dengan itu, sistem Civil Law yang berkembang di daratan Eropa lebih
menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dan kodifikasi sebagai sumber hukum
utama. Dalam sistem ini, hakim pada dasarnya bertugas menerapkan ketentuan hukum yang
telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Meskipun demikian, hakim tetap memiliki
kewenangan untuk melakukan penafsiran dan penemuan hukum apabila terdapat
ketidakjelasan atau kekosongan hukum.

Perbedaan kedua sistem tersebut menimbulkan persoalan menarik mengenai batas
kewenangan hakim dalam pembentukan hukum. Apakah hakim hanya bertugas menerapkan
hukum yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif, ataukah hakim juga dapat menciptakan
kaidah hukum melalui putusannya?

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan perkembangan
sistem hukum Indonesia. Indonesia secara historis lebih dekat dengan tradisi Civil Law, yang
menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Namun, dalam
praktiknya, putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi, memiliki pengaruh yang semakin penting dalam perkembangan hukum nasional.
Hal ini menunjukkan bahwa peran hakim dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipandang
semata-mata sebagai pelaksana undang-undang. Hakim juga memiliki tanggung jawab untuk
menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta memastikan bahwa hukum
dapat memberikan keadilan terhadap setiap perkara yang diperiksa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami
perbedaan paradigma penegakan hukum dalam sistem Common Law dan Civil Law,
khususnya mengenai peran hakim dalam pembentukan hukum serta relevansinya terhadap
perkembangan sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, serta berbagai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan. Pertama,
pendekatan perbandingan hukum (comparative approach), yaitu dengan membandingkan
karakteristik sistem hukum Common Law dan Civil Law, khususnya mengenai sumber hukum
serta kedudukan hakim dalam pembentukan hukum.

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji berbagai
konsep hukum yang berkaitan dengan preseden, yurisprudensi, penafsiran hukum, dan
penemuan hukum.

Ketiga, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia,
khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier
yang mendukung penjelasan terhadap konsep-konsep hukum. Seluruh bahan hukum tersebut
dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan komparatif untuk
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memperoleh gambaran mengenai perbedaan paradigma kedua sistem hukum serta relevansinya
terhadap sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Sistem Hukum Common Law dan Civil Law

Sistem hukum Common Law dan Civil Law merupakan dua tradisi hukum yang memiliki
pengaruh besar terhadap perkembangan sistem hukum di berbagai negara. Perbedaan keduanya tidak
hanya berkaitan dengan sejarah pembentukannya, tetapi juga menyangkut sumber hukum, metode
penalaran, dan kedudukan lembaga peradilan.

Sistem Hukum Common Law

Sistem Common Law merupakan tradisi hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang
melalui praktik pengadilan. Sistem ini terbentuk melalui proses panjang sejak masa kerajaan Inggris,
ketika pengadilan kerajaan mulai menerapkan prinsip-prinsip hukum yang digunakan secara umum
untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Karakteristik utama sistem Common Law adalah pengakuan terhadap putusan pengadilan
terdahulu sebagai sumber hukum melalui doktrin stare decisis. Doktrin ini mengandung prinsip bahwa
pengadilan harus memperhatikan dan pada kondisi tertentu mengikuti putusan terdahulu yang relevan.

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya bertugas menerapkan ketentuan hukum, tetapi juga
mengembangkan hukum melalui pertimbangan dan putusan yang diberikan. Ketika suatu persoalan
hukum belum memiliki aturan tertulis yang secara jelas mengaturnya, putusan hakim dapat menjadi
dasar bagi penyelesaian perkara serupa pada masa mendatang.

Dengan demikian, putusan pengadilan dalam sistem Common Law memiliki kedudukan yang
sangat penting karena dapat membentuk preseden yang menjadi pedoman bagi pengadilan lainnya.
Sistem Hukum Civil Law

Sistem Civil Law merupakan tradisi hukum yang berkembang di daratan Eropa dan memiliki
pengaruh kuat dari hukum Romawi. Sistem ini menempatkan peraturan perundang-undangan yang
disusun secara sistematis sebagai sumber hukum utama.

Karakteristik utama Civil Law adalah adanya kodifikasi hukum, yaitu penyusunan berbagai
norma hukum ke dalam peraturan tertulis yang sistematis dan terstruktur. Kodifikasi tersebut bertujuan
menciptakan kepastian hukum serta memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dan aparat
penegak hukum.

Dalam sistem ini, hakim memiliki tugas utama menerapkan ketentuan peraturan perundang-
undangan terhadap perkara yang diperiksa. Namun, bukan berarti hakim hanya bertindak sebagai
pelaksana mekanis dari undang-undang.

Hakim tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum,
menghubungkan berbagai norma yang berkaitan, serta melakukan penemuan hukum apabila terdapat
kekosongan atau ketidakjelasan aturan.

Oleh karena itu, meskipun Civil Law lebih mengutamakan peraturan tertulis, peran hakim tetap
diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum dapat diterapkan secara tepat dan memberikan
keadilan.

Kedudukan dan Peran Hakim dalam Sistem Common Law

Dalam sistem Common Law, hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam
perkembangan hukum. Hal ini disebabkan karena putusan pengadilan tidak hanya berfungsi
menyelesaikan sengketa, tetapi juga dapat menjadi sumber hukum bagi perkara berikutnya.

Salah satu prinsip utama yang mendasari kedudukan hakim adalah doktrin stare decisis. Prinsip
tersebut mengharuskan pengadilan memperhatikan preseden yang relevan, terutama putusan pengadilan
yang lebih tinggi dalam struktur peradilan.

Terdapat beberapa konsep penting yang berkaitan dengan penerapan preseden dalam sistem
Common Law.

1. Ratio Decidendi

Ratio decidendi merupakan dasar pertimbangan hukum yang menjadi alasan utama hakim
dalam menjatuhkan putusan. Bagian inilah yang memiliki kekuatan sebagai preseden dan dapat
dijadikan pedoman dalam perkara berikutnya.
2. Obiter Dicta
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Obiter dicta merupakan pernyataan atau pandangan tambahan hakim yang tidak menjadi
dasar utama dalam memutus perkara. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana
ratio decidendi, pandangan tersebut dapat memiliki nilai persuasif bagi pengadilan lain.

3. Distinguishing

Distinguishing merupakan metode yang digunakan hakim untuk membedakan perkara yang
sedang diperiksa dengan perkara terdahulu. Apabila terdapat perbedaan fakta material, hakim dapat
menyimpulkan bahwa preseden sebelumnya tidak tepat diterapkan terhadap perkara yang sedang
diperiksa.

4. Overruling

Overruling merupakan tindakan pengadilan yang berwenang untuk meninggalkan atau
mengganti preseden sebelumnya karena dianggap tidak lagi tepat atau tidak sesuai dengan
perkembangan hukum.

Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa hakim dalam sistem Common Law
memiliki ruang yang relatif besar untuk mengembangkan hukum melalui putusan pengadilan.
Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh hierarki peradilan, prinsip preseden, serta
kewajiban memberikan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedudukan dan Peran Hakim dalam Sistem Civil Law

Berbeda dengan sistem Common Law, sistem Civil Law menempatkan peraturan perundang-
undangan sebagai sumber hukum utama. Dalam konstruksi ini, hakim bertugas menyelesaikan perkara
dengan berpedoman pada norma hukum yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Kedudukan tersebut berkaitan dengan prinsip pemisahan kekuasaan, khususnya pembagian
fungsi antara lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang dan lembaga yudikatif sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman.

Meskipun demikian, hakim tidak dapat hanya berpedoman pada bunyi pasal secara tekstual.
Dalam praktik peradilan, terdapat berbagai keadaan yang mengharuskan hakim melakukan penafsiran
dan penemuan hukum.

Peran tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa fungsi berikut.

Penerapan Hukum

Hakim bertugas menerapkan norma hukum yang berlaku terhadap peristiwa konkret berdasarkan
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum dilakukan ketika suatu ketentuan memiliki makna yang tidak jelas atau
menimbulkan lebih dari satu kemungkinan pemahaman. Hakim dapat menggunakan metode penafsiran
gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis.

Penemuan Hukum (Rechtsvinding)

Penemuan hukum merupakan proses yang dilakukan hakim untuk menemukan penyelesaian
hukum terhadap persoalan yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Fungsi tersebut penting karena perkembangan masyarakat sering kali lebih cepat dibandingkan
pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk mampu
memberikan penyelesaian hukum tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan keadilan.

Pembentukan Yurisprudensi

Putusan hakim yang secara konsisten diikuti dalam perkara-perkara sejenis dapat berkembang
menjadi yurisprudensi. Walaupun tidak selalu memiliki kekuatan mengikat formal seperti preseden
dalam sistem Common Law, yurisprudensi dapat memberikan pengaruh penting terhadap praktik
peradilan.

Dengan demikian, hakim dalam sistem Civil Law tetap memiliki kontribusi terhadap
perkembangan hukum, meskipun ruang pembentukan hukumnya memiliki karakteristik yang berbeda
dengan sistem Common Law.

Perbandingan Paradigma Penegakan Hukum dalam Common Law dan Civil Law

Perbedaan kedua sistem hukum dapat dilihat melalui sumber hukum, kedudukan hakim, metode

penalaran, serta mekanisme pembentukan hukum.
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Tabel 1. Perbandingan Penerapan Yurisprudensi pada Sistem Common Law dan Civil Law

Aspek Common Law Civil Law
Sumber hukum Peraturan tertulis dan Peraturan perundang-undangan
utama preseden pengadilan dan kodifikasi
Kedudukan Memiliki peran kuat dalam Berperan menerapkan,
hakim perkembangan  hukum  melalui | menafsirkan, dan menemukan hukum
preseden
Putusan Dapat menjadi preseden yang Umumnya memiliki pengaruh
pengadilan mengikat persuasif sebagai yurisprudensi
Prinsip utama Stare decisis Supremasi peraturan
perundang-undangan
Metode Berorientasi pada preseden Berorientasi pada penafsiran
penalaran dan analogi perkara norma dan sistematika hukum
Pembentukan Berkembang melalui legislasi Terutama melalui legislasi,
hukum dan putusan pengadilan dengan kontribusi penemuan hukum
oleh hakim

Berdasarkan perbandingan tersebut, perbedaan mendasar antara Common Law dan Civil Law
terletak pada cara kedua sistem memberikan legitimasi terhadap perkembangan hukum.

Dalam Common Law, putusan hakim dapat menjadi dasar pembentukan kaidah hukum yang
harus diperhatikan dalam perkara berikutnya. Sementara itu, dalam Civil Law, pembentukan norma
umum lebih banyak ditempatkan pada lembaga legislatif, sedangkan hakim berperan memastikan
norma tersebut dapat diterapkan secara tepat.

Namun, kedua sistem memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kepastian hukum,
memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, serta mewujudkan keadilan.

Perkembangan dan Konvergensi Kedua Sistem Hukum

Dalam perkembangan hukum modern, perbedaan antara Common Law dan Civil Law tidak lagi
bersifat mutlak. Kedua sistem menunjukkan kecenderungan untuk saling memengaruhi.

Negara-negara yang menganut sistem Common Law semakin banyak menggunakan peraturan
perundang-undangan sebagai dasar pengaturan berbagai bidang kehidupan. Sebaliknya, negara-negara
yang menganut sistem Civil Law semakin memperhatikan peran putusan pengadilan dalam menjaga
konsistensi penerapan hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum tidak hanya bergantung pada
peraturan tertulis maupun putusan pengadilan secara terpisah. Keduanya dapat berperan secara
bersamaan dalam membentuk sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Konvergensi ini juga menunjukkan bahwa peran hakim semakin penting dalam sistem hukum
modern. Hakim tidak hanya dituntut memahami ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus
mampu memberikan argumentasi hukum yang rasional, konsisten, dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat.

Relevani Perbedaan Common Law dan Civil Law terhadap Sistem Hukum Indonesia

Indonesia secara historis memiliki karakteristik sistem hukum yang lebih dekat dengan tradisi
Civil Law. Hal tersebut terlihat dari pengutamaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam
penyelenggaraan negara dan penyelesaian perkara.

Namun, perkembangan sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa peran hakim tidak hanya
terbatas pada penerapan peraturan tertulis.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."
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Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk memahami
kondisi sosial masyarakat dalam menjalankan fungsi peradilan. Hakim tidak cukup hanya membaca
dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan nilai
keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa
pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan alasan
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Ketentuan ini memperkuat kewajiban hakim untuk melakukan penemuan hukum ketika
menghadapi persoalan yang belum memiliki pengaturan yang memadai.

Selain itu, perkembangan yurisprudensi di Indonesia memperlihatkan bahwa putusan pengadilan
memiliki pengaruh penting terhadap praktik hukum. Putusan Mahkamah Agung dapat menjadi rujukan
bagi hakim dalam menyelesaikan perkara sejenis, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki
kedudukan konstitusional yang penting dalam pengujian undang-undang.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa sistem hukum Indonesia tidak secara umum
menerapkan doktrin stare decisis sebagaimana dalam sistem Common Law. Artinya, putusan hakim
sebelumnya tidak otomatis mengikat seluruh hakim dalam perkara berikutnya dengan mekanisme yang
sama seperti preseden mengikat dalam Common Law.

Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari sistem Common Law, terutama
dalam hal konsistensi putusan, kualitas argumentasi hukum, serta pengembangan prinsip hukum
melalui praktik peradilan.

Namun, penguatan peran hakim tersebut tetap harus berada dalam batas kewenangan kekuasaan
kehakiman dan tidak mengabaikan kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum
utama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Common Law dan Civil
Law memiliki perbedaan paradigma dalam menempatkan sumber hukum dan kedudukan hakim dalam
proses penegakan hukum.

Sistem Common Law memberikan kedudukan penting terhadap putusan pengadilan melalui
doktrin stare decisis, sehingga hakim memiliki peran yang relatif besar dalam mengembangkan hukum
melalui preseden. Sementara itu, sistem Civil Law lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan
sebagai sumber hukum utama, dengan hakim berperan menerapkan, menafsirkan, dan menemukan
hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Meskipun memiliki perbedaan, kedua sistem tersebut menunjukkan perkembangan yang semakin
saling memengaruhi. Putusan pengadilan semakin diperhatikan dalam tradisi Civil Law, sedangkan
peraturan perundang-undangan juga memiliki peran penting dalam negara-negara yang menganut
Common Law.

Dalam konteks Indonesia, kedudukan hakim tidak hanya terbatas pada penerapan hukum tertulis.
Melalui kewajiban menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim
memiliki tanggung jawab untuk melakukan penafsiran dan penemuan hukum. Oleh karena itu,
penguatan kualitas putusan dan konsistensi penerapan hukum menjadi aspek penting dalam
mewujudkan sistem peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum.
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